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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

 

 

KEPUTUSAN 
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR  112 TAHUN 2021 

  
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2021 

TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT 

LEMBAGA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH 

 

 
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan Pejabat 

Pimpinan Tinggi Madya untuk mendukung kegiatan tata 

kelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga pada 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Pengelola 

Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga pada 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tim Pengelola Sistem 

Akuntansi Instansi Tingkat Lembaga Pada Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

5. Peraturan Presiden  Nomor  106  Tahun  2007  tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 314); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1617); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan 

Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana 

telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan 
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Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.02/2020 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

976). 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 41 

TAHUN 2021 TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM 

AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA PADA 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH. 

 
 

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 41 Tahun 

2021 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi 

Tingkat Lembaga pada Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA 

KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH 

TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA 

KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH 

NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG 

TIM PENGELOLA SISTEM 

AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT 

LEMBAGA PADA LEMBAGA 

KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH. 

NOMOR : 112 TAHUN 2021 

TANGGAL : 24 Mei 2021 

  

 SUSUNAN KEANGGOTAAN 

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT LEMBAGA PADA 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

 

No. 
Kedudukan dalam 

Tim 
Nama Jabatan 

1. Pengarah  Roni Dwi Susanto  Kepala 

2. Penanggung Jawab Robin Asad Suryo Sekretaris Utama 

3. Koordinator Gusmelinda Rahmi Kepala Biro 

Perencanaan dan 

Keuangan 

 

4. Ketua Ranto Analis Pengelolaan 

Keuangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Negara Madya 
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No. 
Kedudukan dalam 

Tim 
Nama Jabatan 

5. Anggota Ishamuddin Ahmad 

Syahid 

Verifikator Anggaran 

Banjar Laga 

 

Verifikator Anggaran 

 

 

 KEPALA LEMBAG KEBIJAKAN  

 PENGADAAN BARANG/JASA  

 PEMERINTAH, 

 

 

ttd 

 

 RONI DWI SUSANTO 
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